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ABSTRAK 

 

Rinny. NPM. 19.81.0448. 2023. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama Yang Pengesahannya Di 

Tolak Oleh Pengadilan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al 

Banjari. Yang dibimbing oleh Ibu Munajah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Muthia 

Septarina, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II. 

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan. 

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia 

yang multikultural. Namun demikian, bukan berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak 

dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan 

bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir dengan tegas 

mengenai perkawinan beda agama. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri terhadap keabsahan 

perkawinan tersebut.  Menurut Hukum Islam yang diatur dalam KHI yang berlandaskan dengan Inpres 

Tahun 1991 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dalam hirarki perundang-undangan dan UU 

Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas melarang tentang pernikahan beda agama ini. Selanjutnya, 

mengenai makna perkawinan yang sah yaitu sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, menjabarkan bahwa pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh petugas 

pencatatan dinas kependudukan dan catatan sipil. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan 

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasangan yang menikah berbeda agama dapat 

mengajukan permohonan ke Pengadilan namun permohonan tersebut tidak menjamin bahwa 

pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang mutlak sesuai UU yang berlaku di Indonesia bagi 

pasangan yang melaksanakannya. 

Penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (normative la reseach). 

Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi pustakawan yaitu menggunakan bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam 

penelitian jenis ini akan lebih menitik beratkan pada studi pustakawan yang mana lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan sedang berlaku. Dalam hal ini menggunakan 
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Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kedudukan hukum bagi pasangan beda agama tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan patokan sebagai perkawinan yang sah. 

 

ABSTRACT 

Rinny. NPM 19810448. 2023. Legal Consequences of Interfaith Marriage, The Legalization 

of which was Rejected by the Court. Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, 

Muhammad Arsyad Al Banjari. Supervised by Mrs. Munajah, S.H., M.H. As Mentor I and Mrs. Muthia 

Septarina, S.H., M.H. As Mentor II. 

Keywords: Marriage, Different Religions, Marriage Law. 

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. However, this 

does not mean that the issue of interfaith marriage is not problematic, in fact it tends to always cause 

controversy among society. There is an opinion that the cause is the existence of Law no. 1 of 1974 

which does not explicitly accommodate interfaith marriages. This of course creates a separate problem 

regarding the validity of the marriage. According to Islamic law regulated in the KHI based on the 

1991 Presidential Instruction, it no longer has legal force in the legal hierarchy and the Marriage Law 

also does not expressly prohibit interfaith marriages. Further regarding the definition of a valid 

marriage, namely according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 

Apart from that, in relation to Article 2 paragraph (2) PP Number 9 of 1975 concerning Implementing 

Regulations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it states that registration of marriages 

other than Islamic religions is carried out by civil registration officers at the population and civil 

registry service. Marriage between different religions is a violation of Law Number 1 of 1974. This can 

be seen in Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8f of Law Number 1 of 1974 concerning 

Marriage. Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8f explains that marriage is valid, if it is 

carried out according to the laws of each religion and belief, then marriages cannot occur outside the 

laws of each religion and belief. Therefore, based on Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning 

Population Administration, married couples of different religions can submit a petition to the Court, 

but this petition does not guarantee that the marriage has absolute legal status in accordance with the 

applicable laws and regulations. in Indonesia for married couples carry it out. 

Research at this writing uses normative research methods (normative research). This is 

because this research uses the study of librarians, namely using legal materials, namely primary legal 

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In this type of research, the focus will 

be on the study of librarians, who will examine more and examine existing and currently applicable 

legal regulations. In this case using Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. 

The results of this study show that the legal position for interfaith couples does not have strong 

legal force to be used as a standard as a legal marriage. One of them is the case of interfaith marriages 

that occurred in the South Jakarta area, indicating that marriages can only be registered at the Civil 

Registry Office by bringing a marriage certificate issued from the Church after carrying out a marriage 

based on Christian religious procedures, but not with the validity of the interfaith marriage legally. 

Islam because in Islam there is clearly no room for couples who do not share the same belief with the 

basic foundation of the Compilation of Islamic Law and the applicable marriage law in Indonesia. 
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